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ABSTRAK 
 
NAMA :  SITI ASTARI PUTRI HATTA 
 
NIM : 10400114290 
 
JURUSAN : ILMU HUKUM 
 
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS DASAR KEPUTUSAN HAKIM 
TENTANG PEMERASAN DAN PENGANCAMAN 
KEKERASAN (Studi Putusan Hakim No : 
89/Pid.B/2017/PN.Sgm) 
 
 
 Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Dasar Keputusan Hakim 
Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan pada putusan 
hakim No.89/Pid.B/2017/PN.Sgm di Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum 
pidana terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan pada 
putusan hakim No.89/Pid.B/2017/PN.Sgm. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan 
analisis data yang disusun secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan 
perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
wawancara, studi kepustakaan dan observasi. 
 Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa Adanya kekeliruan 
keputusan hakim dalam perkara nomor 89/Pid.B/2017/PN.Sgm atas nama Amir 
Jumali alias Jumakka bin Jumali terhadap penerapan hukum pidana materil yaitu 
ketentuan Pasal 368 ayat 1 KUHP yang seharusnya menurut penulis dinyatakan 
terbukti oleh majelis hakim adalah bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimna ditentukan dalam Pasal 335 
Ayat 1 KUHP.  
Bahwa dalam keputusan hakim dalam perkara nomor 
89/Pid.B/2017/PN.Sgm atas terdakwa Amir Jumali alias Jumakka bin Jumali 
mempunyai pertimbangan yang cukup baik dalam mengambil keputusan dalam 
menghukum saudara terdakwa dengan mengemukakan pertimbangannya yang 
pada pokoknya “Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan dan bukan 
sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya, dan menurut Majelis 
Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus sesuai dengan 
pelaku tindak pidana, dan penjatuhan pidana tersebut dirasakan adil dan menjadi 
sarana terbaik untuk mengembalikan pada keadaan yang lebih baik untuk 
terpidana maupun korban dan masyarakat”. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini, banyak terlihat 
dampak dari kemajuan zaman, baik itu dampak positif maupun dampak 
negatif. Dampak positifnya dapat terlihat dari pesatnya kemajuan teknologi 
yang sangat membantu manusia dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. 
Secara tidak langsung, pesatnya kemajuan zaman juga mempunyai dampak 
negatif, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan 
yang marak didalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah tindak 
pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan. 
Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 
“peras” yang bisa bermakna “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman”. 
Tindak pidana pemerasan ditentukan dalam Bab XXIII Pasal 368 KUHP 
tentang Tindak Pidana Pemerasan yaitu : 
“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat 
hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan 
pidana penjara paling lama sembilan bulan”.1 
 
Tindak pidana pemerasan sering kali dibarengi dengan tindakan 
pengancaman. Tindak pidana pengancaman atau afdreiging ini mempunyai 
beberapa kesamaan dengan tindak pidana pemerasan, yakni didalam kedua 
                                                          
1 Bab XXIII Pasal 368 Ayat 1 KUHPidana 
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tindak pidana tersebut undang-undang telah mensyaratkan tentang adanya 
pemaksaan terhadap seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu 
benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau 
kepunyaan pihak ketiga, dan mengadakan perikatan utang piutang sebagai 
pihak yang berutang atau meniadakan utang. Kedua tindak pidana ini juga 
mempunyai unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. 
Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, hal 
ini dapat terlihat dalam kehidupan masyarakat yang terkadang menggunakan 
dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah 
pemerasan dengan ancaman kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang 
sulit untuk diberantas atau ditiadakan selama manusia itu ada karena hal 
tersebut merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap 
masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapuskan 
kejahatan itu, tidak mungkin akan tuntas karena kejahatan tidak mungkin bisa 
dihapuskan kecuali dapat dikurangi intensitas dan kuantitasnya. Hal ini 
disebabkan karena kebutuhan dasar manusia yang mempunyai kepentingan 
yang berbeda-beda. 
Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan 
tegas dalam Pasal 1 ayat 3 Amandemen Undang–undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Republik 
Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan 
belaka (machstaat).”  
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Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam 
menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum 
terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya 
bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap 
tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang-undang 
yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 
kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam 
Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman 
dan bebas dari segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran.  
Selain untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam 
kehidupan bermasyarakat, tentunya ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan 
untuk menciptakan rasa adil dalam penegakan hukum. Di dalam KUHP telah 
diatur dalam Bab I Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : 
“suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan 
ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada “. Hal ini selaras 
dengan azas legalitas ( principle Of Legality) atau bahasa latinnya “nullum 
delictum nulla poena sine praevia lege poenali “ yang artinya tidak ada suatu 
perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak ditentukan 
terlebih dahulu dalam Undang-undang”2 
Dalam sistem hukum di Indonesia, KUHPidana membagi atas 
kejahatan (misdrivijen) dan pelanggaran (overtrendingen). Adapun kejahatan 
                                                          
2Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), h. 25. 
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diantaranya adalah kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap 
ketertiban umum, kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap kemerdekaan 
orang lain dan juga kejahatan terhadap harta kekayaan. 
Kabupaten Gowa yang berpenduduk + 652.941 jiwa memungkinkan 
seseorang lebih mudah melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang 
dilakukan yakni kejahatan Pemerasan  dengan ancaman kekerasan. 
Kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat membuat sebagian 
masyarakat rela melakukan pekerjaan apapun, termasuk dengan pekerjaan 
melawan hukum untuk mencapai tujuannya dalam hal ini uang dengan cepat 
dan mudah serta mengabaikan resiko yang akan timbul dari perbuatannya. 
Dalam hal ini kejahatan Pemerasan merupakan salah satu cara yang 
sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan 
perbuatannya. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan 
kejahatan pemerasan adalah faktor ekonomi, kebutuhan hidup masyarakat 
yang semakin meningkat, serta ketidak puasan dengan pendapatan yang 
minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering membuat individu di dalam 
masyarakat untuk berpikir jahat untuk memenuhi kebutuhannya dari 
kejahatan yang dilakukan. 
Kejahatan pemerasan merupakan salah satu masalah sosial yang 
sangat meresahkan baik itu dengan kekerasan maupun dengan ancaman, 
sehingga perlu dicegah dan diketahui proses hukum yang diterapkan dalam 
tindak pidana kekerasan dengan ancaman kekerasan serta dapat menimbulkan 
efek jerah dan jumlah kasus-kasus pemerasan dapat berkurang di masyarakat. 
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Berdasarkan uraian di atas, menarik minat penulis untuk mendalami 
secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan/karya ilmiah dengan 
judul “TINJAUAN YURIDIS DASAR KEPUTUSAN HAKIM TERHADAP 
TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (Studi 
Putusan Hakim No : 89/Pid.B/2017/PN.Sgm)” 
. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Penelitian ini berfokus kepada pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap terpidana tindak pidana pemerasan dengan 
ancaman kekerasan pada putusan hakim No.89/Pid.B/2017/PN.Sgm. 
Judul skripsi ini adalah “ Tinjauan Yuridis Dasar Keputusan Hakim 
Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan (Studi 
Putusan Hakim No.89/Pid.B/2017/PN.Sg ”. dimana Penelitian ini akan 
dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa karena kasus Pemerasan 
dengan Ancaman Kekerasan ini di putus oleh Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka yang 
menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana 
pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan hakim No : 
89/Pid.B/2017/PN.Sgm? 
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2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara 
tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan 
hakim No. : 89/Pid.B/2017/PN.Sgm? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan hakim 
No : 89/Pid.B/2017/PN.Sgm. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan 
perkara tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam 
putusan hakim No : 89/Pid.B/2017/PN.Sgm. 
b. Kegunaan Penelitian 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
bagi perkembangan keilmuan dalam bidang hukum, terkhusus dalam 
hukum pidana dan investarisasi perpustakaan fakultas hukum. 
2. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bentuk 
pemidanaan serta sanksi pada tersangka kasus pemerasan dengan 
ancaman kekerasan. 
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E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-
hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh yang mempunyai 
keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa 
buku yang dimana didalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli. 
1. R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum oleh R. Soeroso . Dalam buku ini 
menguraikan pengertian tentang hukum, subyek hukum, obyek hukum, 
sumber-sumber hukum, antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi 
hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. 
2. Prof. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Dalam buku ini 
menguraikan tentang asas-asas hukum pidana, unsur-unsur hukum 
pidana, pertanggung jawaban dalam hukum pidana dan Pembagian 
perbuatan pidana dalam kejahataan dan pelanggaran. 
3. Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia. 
Dalam buku ini menguraikan tentang Tujuan dan fungsi hukum, 
sumber-sumber hukum, asas-asas hukum, penegakan hukum, hukum 
pidana, dan klasifikasi hukum. 
4. Prof. Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana. Dalam buku ini 
menguraikan tentang kejahatan dan problema penegakan hukum dan 
masalah penghukuman dan gagasan pemasyarakatan. 
5. Ahkam jayadi , Memahami Tujuan Penegakan Hukum. Dalam  buku ini 
menguraikan tentang penegakan hukum, tujuan hukum, mewujudkan 
penegakan hukum, dan hukum dan spiritualis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari bahasa bahasa Belanda yaitu 
“Strafbaarfeit” atau “delik” yang terdiri atas tiga suku kata yaitu straf, baar 
dan  feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai 
dapat dan boleh, sedangkan feit sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. Namun, tidak ada penjelasan resmi tentang definisi tindak pidana 
(strafbaarfeit) baik di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun 
undang-undang lainnya yang dibentuk oleh pemerintah, biasanya hanya 
meyebutkan tentang kualifikasi atau unsur-unsur delik di dalam pasal-
pasalnya, sehingga para ahli hukum berusaha mendefinisikannya. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro “Istilah tindak pidana atau dalam 
bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit yang merupakan istilah resmi dalam 
Wetboek Van Strafrecht atau kitab Undang-undang Hukum Pidana yang 
sekarang berlaku di Indonesia, ada istilah dalam bahasa asing yaitu delict 
yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana 
dan pelaku ini dapat dikatakan subjek tindak pidana”.2 
                                                          
2 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung : Refika 
Aditama, 2003), h. 55. 
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Pendapat di atas lebih setuju dengan istilah strafbaarfeit yang 
diartikan dengan kata peristiwa pidana yang pembuatnya dapat dijatuhi sanksi 
pidana. 
Menurut Rahman Syamsuddin, “Hukum pidana adalah kumpulan 
peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyuruh berbuat atau melakukan 
sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di 
dalam undang-undang dari peraturan daerah yang diancam dengan sanksi 
pidana”.3 
Menurut pengertian diatas, bahwa hukum pidana tersebut berisi 
peraturan yang harus dipatuhi sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang 
dan peraturan daerah, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi pidana. 
Sedangkan, Moeljatno menerjemahkan Strafbaarfeit dengan kata 
perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut : 
“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 
larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan dilarang dan 
diancam pidana, asal saja dalam itu harus diingat larangan ditujukan kepada 
perbuatan, sedangkan ancaman padanya ditujukan kepada orang yang 
menimbulkan kejadian”.4 
 
Berdasarkan penilaian, alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno 
bahwa antara ancaman pidana dan larangan ada hubungan yang erat. Antara 
kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan antara 
satu dengan yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan 
pada kejadian konkret. Pertama adanya kejadian tertentu dan kedua adanya 
                                                          
3 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia, (Jakarta : Mitra 
Wacana Medika, 2014), h. 192. 
4 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta : Bina Aksara, 2002), h. 54 
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orang yang berbuat sehingga menimbulkan kejadian tersebut, adapula yang 
berpendapat bahwa delik sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, 
seperti yang dikemukakan oleh : 
Tresna (Rusli Effendy) berpendapat bahwa “Peristiwa pidana adalah 
suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan 
undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap 
perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.5 
Menurut batasan pengertian di atas, tindak pidana adalah peristiwa 
pidana yang berkaitan dengan rangkaian-rangkaian perbuatan manusia yang 
pembuatnya diancam pidana. 
P. A. F Lamintang mensyaratkan suatu perbuatan dikategorikan delik 
apabila memenuhi : 
1. Dipenuhi semua unsur delik seperti yang terdapat dalam rumusan 
delik. 
2. Dapat di pertanggung jawabkannya si pelaku atas perbuatanya. 
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak sengaja. 
4. Pelaku tersebut tidak dapat dihukum, sedang syarat yang dipenuhi 
setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang 
terdapat dalam rumusan delik.6 
Andi Zainal Abidin Farid merumuskan delik sebagai berikut : 
                                                          
5 Rusli Effendy, Azas-Azas Hukum Pidana. (Makassar : Universitas Muslim Indonesia, 
1989), LEPPEN-UMI, h. 53. 
 
6 P.A.F Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, (Cet 2 ; Bandung : Sinar Baru, 1990), h. 
184 
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“Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil atau materil 
yang dalam hal tertentu disertai akibat dan atau keadaan yang menyertai 
perbuatan, dan tidak adanya unsur pembenar”.7 
Menurut Andi Zainal Abidin Farid, istilah deliklah yang paling tepat 
karena : 
a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana; 
b. Lebih singkat, efisien dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus 
yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati; 
c. Orang yang memakai istilah strafbaarfeit tindak pidana, dan 
perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik; 
d. Belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto (perdata) 
atau apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal 
sekarang (jadi orang salah mengambil istilah prodoto atau perdata 
atau privat) yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara padu 
sebagai lawan prodoto (C. Van Vollenhoven, Het Adatrecht van 
Nederlandsch Indie, I:562 dstnya); 
e. Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lainnya) selain perbuatanlah 
yang dihukum, juga ditinjau dari segi Bahasa Indonesia mengandung 
kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata 
benda, didalam Bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus 
diikuti oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata 
benda boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat 
bahwa ada hubungan logis antara keduanya.8 
                                                          
7 Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 230. 
8 Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 231. 
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Pendapat Andi Zainal Abidin Farid mengistilahkan perbuatan pidana 
dengan delik, karena mempersoalkan manusia sebagai pemangku hak dan 
kewajiban, yaitu perbuatan aktif dan perbuatan pasif yang dilarang dan 
pembuatnya diancam dengan pidana oleh undang-undang. 
Berdasarkan pendapat para ahli diatas, akhirnya dapat ditarik 
kesimpulan bahwa terjemahan yang dipergunakan oleh para ahli hukum 
pidana di Indonesia adalah bermacam-macam, sebagai berikut : 
a. Tindak pidana ; 
b. Perbuatan pidana ; 
c. Peristiwa pidana ; 
d. Perbuatan kriminal, dan 
e. Delik. 
Menurut sifat dan wujudnya, tindak pidana ini adalah perbuatan yang 
melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti lain 
perbuatan ini bertentangan atau menghambat terlaksananya tata krama dalam 
pergaulan maasyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan 
bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial. 
Tetapi tidak semua perbuatan melawan hukum atau yang bersifat 
merugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan pidana dan tidak 
semua perbuatan yang merugikan masyarakat dapat diberi sanksi pidana. Jadi, 
tidak dapat pula kita katakan bahwa hanya perbuatan yang menimbulkan 
kerugian besar saja yang dapat dikatakan perbuatan pidana. Hal tersebut 
merupakan kewajiban pemerintah untuk dapat bijaksana menentukan apa saja 
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yang termasuk kedalam perbuatan pidana. Jadi, syarat utama dari adanya 
perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan 
mengancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan 
tersebut. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-
unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang 
ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir 
(dunia).9 
Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan 
pidana adalah : 10 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). 
b. Hal Ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
d. Unsur melawan hukum yang objektif. 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur 
subjektif dan objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut: 
“Yang dimaksud dengan unsur-unsur  subjektif adalah unsur-unsur yang 
melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan 
                                                          
9 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana : Edisi Revisi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 
64. 
10Moeljatno,  Asas-Asas Hukum Pidana : Edisi Revisi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 
69-70. 
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termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang yang terkandung di dalam 
hatinya”. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah 
“unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam 
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus 
dilakukan”.11 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti 
yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 
4. Merencakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad  seperti yang 
misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 
340 KUHP. 
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di 
dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 340 KUHP. 
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
1. Sifat melawan hukum atau wederechtelijk. 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau 
                                                          
11 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 
1997), h. 184 
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keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam 
kejahatan menurut pasal 398 KUHP. 
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
Berangkat dari apa yang telah dijelaskan di atas, meskipun diantara 
satu sama lainnya secara berbeda-beda pendapat dalam merumuskan unsur-
unsur perbuatan pidana. Maka menurut hemat penulis seluruh unsur delik 
tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah satu unsur tidak terbukti dan unsur 
yang paling urgen untuk perbutan pidana (ditilik dari sudut objektif). Menurut 
Apeldoorn adalah sifat melawan hukumnya. Jika tidak terbukti maka tak ada 
perbuatan pidana. Menurut penulis menyebabkan terdakwa harus 
dibebaskan.12 
Perlu kita ingat bahwa unsur wederrechttelijkheid itu selalu dianggap 
sebagai syarat utama dalam rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh 
pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai salah satu unsur 
dari delik yang bersangkutan. 
Delik sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya mempunyai 
unsur-unsur secara umum. Menurut S.R Sianturi yang berpandangan 
monoisme unsur-unsur delik pada umumnya yaitu :13 
                                                          
12 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia, (Jakarta : Mitra 
Wacana  Medika,  2014). h. 196-197. 
13 Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya,  (Jakarta: Alumni, 
1986),  h. 211. 
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1. Subjek 
2. Kesalahan 
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan) 
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan 
pidana, dan 
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya). 
Unsur-unsur delik pada umumnya menurut para ahli yang 
berpandangan dualisme : 
1. Perbuatan aktif (positif) dan pasif (negatif) 
2. Melawan hukum formil dan materil 
3. Akibat (khususnya untuk delik materil) 
4. Keadaan yang menyertai perbuatan (khusus untuk delik tertentu) 
5. Tidak adanya dasar pembenaran. 
Adapula unsur-unsur pertanggung jawaban pembuat, yang oleh para 
ahli yang menganut pandagan monistis disebut unsur-unsur subjektif adalah 
sebagai berikut : 
a. Kesalahan yang terdiri atas : 
(1) Kesengajaan  
(2) Culpa lata (alpa dan lalai) 
b. Kemampuan bertanggung jawab 
c. Tidak adanya unsur pemaaf 
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Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (schuld) dalam hukum 
pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu : 
1. Dolus atau opzet atau kesengajaan 
Menurut Memorie van Toelicting Rusli Effendy, dolus atau sengaja 
berarti menghendaki mengetahui (willens en wettens) yang berarti si 
pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus 
mengetahui apa yang dilakukannya. 
Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu :14 
a. Sengaja sebagai niat  
Dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu 
perbuatan yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan 
tidak akan dilakukan. 
b. Sengaja kesadaran akan kepastian 
Dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan 
itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu. 
c. Sengaja insyaf akan kemungkinan 
Dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi 
kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan 
itu. 
2. Culpa atau kealpaan atau ketidaksengajaan 
Menurut Memorie Van Toelicting atas risalah penjelasan undang-
undang culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Culpa iru baru 
                                                          
14 Rusli Effendy, Azas-Azas Hukum Pidana. (Makassar : Universitas Muslim Indonesia, 
1989), LEPPEN-UMI, h. 80. 
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ada dikalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti 
atau kurang mengambil tindakan pencegahan. Yurisprudensi 
menginterprestasikan Culpa sebagai kurang mengambil tindakan 
pencegahan atau kurang hati-hati. 
Lebih lanjut, Rusli Effendy menerangkan bahwa kealpaan (culpa) 
dibedakan atas: 15 
a. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld)  
Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan 
timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk 
mencegah toh timbulnya juga akibat tersebut. 
b. Kealapaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld) 
Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga 
akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam 
hukuman oleh Undang-undang, sedang ia seharusnya 
memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. 
Satochid Kartanegara (Leden Marpaung) mengemukakan 
bahwa: 
“Yang dimaksud dengan opzet wilens en weten (dikehendaki 
dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu 
perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan 
                                                          
15 Rusli Effendy, Azas-Azas Hukum Pidana. (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 
1989), LEPPEN-UMI, h. 26. 
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itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari 
perbuatan itu”16 
Sedangkan menurut D. Simons (Leden Marpaung) 
mengemukakan bahwa kealpaan adalah : 
“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak 
berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat 
menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu 
perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga 
terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa 
dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu sebab akibat yang 
dilarang Undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang 
tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui 
atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih 
dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat 
yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggung 
jawabkan padanya kealpaan. Tentu dalam hal 
mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih 
dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan 
tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu 
perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si 
                                                          
16 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005). 
h. 13. 
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pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak 
ada”.17 
Menurut Moeljatno, unsur-unsur delik adalah sebagai berikut :18 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan) 
b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan 
d. Unsur-unsur yang melawan hukum yang objektif, dan 
e. Unsur melawan hukum subjektif. 
Lebih lanjut Moeljatno yang menganut aliran dualistis menyatakan 
bahwa syarat-syarat pemidanaan terdiri atas perbuatan melawan hukum dan 
pertanggung jawaban pembuat : 
a. Unsur perbuatan (hyandlung)  
1. Perbuatan yang mencocoki rumusan delik. 
2. Melawan hukum. 
3. Tidak ada alasan pembenar. 
b. Unsur pembuat (handlende) 
1. Kemampuan bertanggung jawab. 
2. Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi dolus (sengaja atau opzet) 
atau culpa lata (kelalaian). 
Aliran dualistis tentang delik memandang, bahwa untuk memidana 
seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat pemidanaan yang 
                                                          
17 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005). 
h. 25. 
18 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rinekacipta, 2002). h. 63. 
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terbagi atas perbuatan (feit) dan pembuat (dader). Karena masing-masing 
punya unsur tersendiri.19 
Wirjono Prodjodikoro menguraikan unsur melawan hukum sebagai 
berikut :“Dalam kandungan KUHPidana, yang dapat menjadi subyek tindak 
pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah dilihat pada 
rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHPidana yang menampakkan 
daya pikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada 
wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHPidana yaitu 
hukuman penjara, kurungan atau denda”.20 
Van Hamel yang berpandangan monistis Andi Zainal Abidin Farid 
mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut :21 
1. Perbuatan. 
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis. 
3. Melawan hukum. 
4. Bernilai atau patut dipidana. 
5. Kesengajaan, kealpaan/kelalaian. 
6. Kemampuan bertanggung jawab. 
Berdasarkan pandangaan kedua aliran di atas, terdapat perbedaan 
secara prinsipal, yakni aliran monoisme menitik beratkan kajiannya pada 
                                                          
19 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : PT. Rinekacipta, 2002). h. 63. 
20 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung, Refika 
Aditama, 2003). h. 59. 
21 Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, (Jakarta : Alumni, 
1986). h. 211. 
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masalah delik saja. Karena unsur perbuatan dan pembuat tidak dipisahkan 
dan jika salah satu unsur yang tidak terpenuhi berarti tidak ada delik. 
Sedangkan delik pada pandangan dualistis hanya meliputi unsur perbuatan 
saja, sedangkan unsur pembuatnya tidak dimasukan dalam unsur delik tetapi 
termasuk unsur-unsur pertanggung jawaban pembuat. 
Jika dikaitkan dengan pengertian delik, maka dapat dirumuskan 
bahwa tindak pidana sebagai salah satu tindakan pada tempat, waktu, dan 
keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan 
pidaana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan 
kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. 
Perlu dikemukakan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik 
terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dianggap perbuatan tersebut 
tidak bersifat melawan hukum, sebagaimana ternyata diatas, perbuatan 
tersebut sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak 
perlu untuk dinyatakan tersendiri dan tidak perlu di sebutkan. Sehubungan 
dengan uraian tersebut diatas, berikut ini Andi Zainal Abidin Farid  
memberikan satu contoh ketidakbenaran pandangan monistis. Kasus posisi 
yaitu: “A menyuruh B untuk mengambilkan sepeda motor yang tersandar di 
depan toko yang di akui miliknya, lalu si B dengan itikad baik 
mengambilkan motor tersebut lalu menyerahkannya kepada A, padahal 
motor itu bukan milik A”. 
Menurut pandangan monistis bahwa kesengajaan di samping 
bertanggung jawab dan tidak adanya dasar pemaaf merupakan unsur delik. 
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Tidak ada kesengajaan pada A, barang itu dalam keadaan eror in facto. 
Konsekuensinya, tidak pencurian yang terjadi, sehingga A tidak dapat 
dipidana sebagai doen pleger (Pasal 51(1)jo Pasal 362 KUHPidana). 
Sebaiknya mereka yang berpandangan dualistis terhadap delik, 
berpendapat bahwa telah terjadi delik pencurian, karena unsur kesengajaan 
bukan unsur delik, tetapi unsur pembuat, sehingga A dapat dipidana sebagai 
doen pleger (pembuat pelaku/penyuruh) pencurian. Sedangkan B tidak 
dapat dipidanaa, sesuai asa keine strace ohne schuld. 
 
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana 
1. Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan 
Istilah pemerasan berasal dari kata “peras” atau “parah”, yang artinya 
mengeluarkan air dengan tangan atau alat. Memeras adalah mengambil 
keuntungan dari orang lain atau dalam arti meminta uang dengan ancaman, 
orangnya di sebut pemeras. Pemerasan berarti perbuatan atau hal memeras 
orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan ancaman atau paksaan. 
Dalam ketentuan Pasal 368 KUHPidana tindak pidana pemerasan 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu 
barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau 
supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam 
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karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun.22 
2. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku dalam 
tindak pidana itu.23 
Tindak pidana ini sangat mirip dengan tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan dari pasal 365 KUHPidana, bedanya adalah bahwa dalam 
hal pencurian, pelaku sendiri yang mengambil barang yang dicuri, 
sedangkan dalam hal pemerasan, korban setelah dipaksa dengan kekerasan, 
menyerahkan barangnya kepada pemeras. 
Misalnya, di tengah jalan raya, seorang A ditodong dengan pistol oleh 
B, yang kemudian mengambil sendiri dompet berisi uang dari saku A, maka 
yang terjadi adalah pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 
365 KUHPidana. Lain halnya jika A ditodong oleh B dan kemudian atas 
permintaan B, A menyerahkan dompetnya berisi uang kepada B, maka yang 
terjadi adalah pemerasan dari Pasal 368 KUHPidana. 
Kemiripan kedua tindak pidana ini juga terlihat dari pasal 368 ayat (2) 
KUHPidana, yang menyatakan ayat 2, 3 dan 4 dari pasal 365 KUHPidana 
tentang penambahan hukuman-hukuman berlaku juga pada tindak pidana 
dari pasal 368 ayat 1. Mengingat unsur paksaan dengan kekerasan ini, maka 
kedua tindak pidana ini adalah pengkhususan dari tindak pidana paksaan 
pada umumnya yang termuat dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHPidana. 
                                                          
22 Pasal 368 Ayat 1 KUHP 
23 Pasal 368 Ayat 2 KUHP 
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Tindak pidana pemerasan dengan ancaman sebagaimana diatur dalam 
Bab XXIII KUHPidana sebenarnya terditi dari dua macam tindak pidana, 
yaitu tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan 
dan tindak pidana kekerasan dengan menista. Kedua macam tindak pidana 
tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan 
memeras orang lain. 
Berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana tindak pidana pemerasan 
diperberat ancaman pidananya apabila : 
1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau 
apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api 
atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 
Ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana selama dua belas 
tahun penjara.24 
2. Tindak pidana pemerasan itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo 
Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dengan ancaman pidana dua 
belas tahun penjara.25 
3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ke tempat melakukan 
kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau 
memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan 
                                                          
24 Pasal 368 Ayat (2) ke-1 KUHPidana. 
25 Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana 
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(seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 
365 ayat (2) ke-3 KUHPidana dengan pidana penjara dua belas 
tahun.26 
4. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) joPasal 365 ayat (2) ke-4 
KUHPidana ancaman pidannya sama dengan yang di atas, yaitu dua 
belas tahun penjara.27 
5. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang maka 
diatur dalam ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (3) 
KUHPidana dengan ancaman pidana lebih berat yaitu lima belas tahun 
penjara.28 
6. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau 
kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang 
diatur dalam pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana. 
Berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana 
tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat 
lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana 
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.29 
 
 
                                                          
26 Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana. 
27 Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHPidana. 
28 Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana. 
29 Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana. 
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2. Tindak Pidana Pemerasan dengan Menista 
Dalam masyarakat, tindak pidana pemerasan dengan menista 
(afdreiging) ini lazimnya dinamakan, chantage (bahasa Perancis dan 
Belanda) atau blackmail (bahasa inggris). Tindak pidana pemerasan dengan 
menista (afdreiging) termuat dalam title XXII Buku II KUHPidana. 
Yaitu pasal 369 ayat I, yang berbunyi :“ Barang siapa dengan maksud 
menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, 
memaksa orang dengan ancaman akan menista lisan atau dengan surat, 
atau dengan akan membuka rahasia supaya orang itu menyerahkan 
kepadanya suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 
itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan 
piutang, dihukum karena pengancaman dengan hukuman penjara selama-
lamanya empat tahun”.30 
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman 
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan atau 
Ancaman Kekerasan 
“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, 
yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya 
memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena 
pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” 31 
Unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan pasal 368 KUHPidana yaitu: 
A. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur : 
1. Memaksa 
                                                          
30 Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana 
31 Pasal 368 Ayat 1 KUHPidana 
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2. Orang lain 
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
4. Untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang (yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain) 
5. Supaya memberi hutang 
6. Untuk menghapus piutang 
B. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur : 
1. Dengan maksud 
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
1) Unsur “memaksa”. Dengan istilah “memaksa” dimaksudkan 
adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu 
melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. 
Dari pengertian memaksa yang dimaksud itu dalam kaitannya 
dengan pemerasan dapat diterangkan sebagai berikut, seseorang 
(pelaku) mempunyai suatu keinginan, keinginannya  berupa agar 
orang menyerahkan benda, atau orang lain memberi hutang, 
ataupun menghapuskan piutang. Keinginan itu tidak akan 
terwujud apabila ia memintanya begitu saja, karena keinginan itu 
bertentangan antara kehendak pelaku dengan kehendak orang itu 
(korban).  
Keinginan korban untuk tidak menyerahkan benda,tidak memberi 
hutang maupun tidak untuk menghapuskan piutang harus 
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dikalahkan/ditundukkan, agar kehendak pelaku yang dipenuhi. 
Untuk itu haruslah dilakukan perbuatan memaksa dengan cara 
demikian itu membawa akibat bagi korban seperti rasa takut, 
cemas dan hal ini menjadikan dirinya tidak berdaya. Keadaan 
ketidak berdayaan inilah yang menyebabkan korban menyerahkan 
benda dan lain sebagainya tadi seperti yang di kehendaki si 
pelaku.  
Hal ini juga yang membedakan pemerasan dengan penipuan Pasal 
378 KUHPidana. Pada penipuan korban menyerahkan benda, 
memberi hutang dan menghapuskan piutang adalah atas 
kehendaknya sendiri, dilakukannya secara suka rela, tanpa ada 
rasa keberatan atau tertekan.  
Kini dapat disimpulkan bahwa perbuatan memaksa dalam 
pemerasan itu adalah suatu perbuatan berupa kekerasan atau 
ancaman kekerasan yang bersifat menekan yang ditujukan pada 
seseorang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas, 
menyebabkan ketidakberdayaan, sehingga orang itu dengan 
terpaksa memberikan benda, memberikan hutang dan 
menghapuskan piutang, suatu yang dikehendaki petindak dan 
bertentangan dengan kemauan orang itu sendiri (korban).  
a. Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu 
barang”. Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul 
adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang? 
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Penyerahan suatau barang dianggap telah ada apabila barang 
yang diminta oleh pemeras tersebut, telah di lepaskan dari 
kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang 
itu sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau 
belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang 
diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang 
dimaksudkan si pemeras sebagai akibat permerasan terhadap 
dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan 
sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras, penyerahan 
barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang 
lain selain dari orang yang diperas.  
b. Unsur “supaya memberi hutang”. Berkaitan dengan 
pengertian “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu 
kiranya mendapatkan pemahaman yang benar, memberi 
hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras 
memaksa orang yang diperas umtuk membuat suatu perikatan 
atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas 
harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi yang dimaksud 
dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti 
dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang 
yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang 
berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk 
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membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain 
yang dikehendaki.  
c. Unsur “untuk menghapus hutang”, dengan menghapusnya 
piutang yang dimkasudkan adalah menghapus atau 
meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang 
diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki 
oleh pemeras. 
d. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, 
yang dimaksud dengan”menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri 
maupun bagi orang lain dari kekayaan semula, menambah 
kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi 
cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah 
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang 
menjadi syarat bagi telah terjadinya atau selesainya 
pemerasan bukan pada terwujudnya penambhan kekayaan itu, 
melainkan pada apakah dari perbuatan memaksa itu telah 
terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah belum. 
Menguntungkan diri adalah maksud dari pelaku saja, dan 
tidak harus terwujud, maksud dimana sudah ada dalam 
dirinya sebelum melakukan perbuatan memaksa. Ini 
merupakan unsur kesalahan dalam pemerasan. Sedangkan 
yang diartikan dengan maksud menguntungkan diri sendiri 
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atau orang lain dengan melawan hukum, ialah si pelaku 
sebelum melakukan perbuatan memaksa dalm dirinya telah 
ada kesadaran bahwa maksud dirnya melakukannya untuk 
mengun tungkan (menambah kekayaan) bagi dirinya sendiri 
atau orang lain dengan memaksa seseorang itu adalah 
bertentangan dengan hukum. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dengan Menista 
Unsur-unsur tindak pidana pemerasan dengan menista ialah sebagai 
berikut: 
a. Unsur-Unsur obyektif, terdiri dari : 
1. Perbuatan; memaksa 
2. Yang dipaksa; orang 
3. Cara-cara memaksa dengan memakai : 
(a) Ancaman pencemaran nama baik, baik tertulis maupun lisan 
(b) Ancaman akan membuka rahasia 
4. Unsur tujuan yang sekaligus merupakan akibat; 
a. Orang yang memberikan suatu benda yang sebagian atau 
seluruhnya milik orang lain. 
b. Orang yang memberikan hutang. 
c. Orang yang meniadakan piutang. 
b. Unsur-unsur subyektif, yaitu : 
1. Maksud yang ditujukan pada : 
(a) Menguntungkan dirinya sendiri 
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(b) Menguntungkan orang lain 
2. Dengan melawan hukum 
 
D. Pemidanaan 
1. Pengertian Pemidanaan 
Pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap 
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya 
diartikan sebagai hukuman sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai 
penghukuman. 
Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat 
jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku 
kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan 
serupa. 
Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana 
seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto (M. Taufik 
Makaro), menyebutkan bahwa :“Penghukuman berasal dari kata dasar 
hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau 
memutuskan tentang hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu 
peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi 
juga perdata”. 
Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali 
disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana 
oleh hakim. 
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2. Teori dan Tujuan Pemidanaan 
a. Teori Pemidanaan 
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana 
menurut Antosius Sudirman yaitu : 
a. Teori Absolut atau teori pembalasan (Retributive/Vergeldings 
Theorieen) 
“Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu 
kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana merupakan 
akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang 
yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak 
pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.32 
Menurut teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan 
pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan 
kejahatan. Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hegel. 
Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat 
dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka 
akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang 
melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan 
keadilan harus menerima pembalasan. 
b. Teori relative atau teori tujuan (Utilitarian/doeltheorieen) 
“Pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari 
keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya 
                                                          
32 Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, (Bandung : Alumni, 
1984). h. 10-11. 
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sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga 
Johannes Andenaes menyebutnya sebagai “teori perlindungan 
masyarakat”.33 
Teori relatif atau teori tujuan menyatakan bahwa pidana adalah 
alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan 
pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib 
itu diperlukan pidana. Dengan kata lain pidana adalah alat untuk 
mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib 
masyarakat tetap terpelihara. Teori ini ditujukan untuk masa yang 
akan datang, yang dimana bermaksud untuk mendidik orang yang 
telah berbuat jahat agar tidak mengulangi kembali tindakan melawan 
aturan atau hukum, dan orang pada umumnya tidak melakukan tindak 
pidana. 
c. Teori gabungan (Vereningings-Theorien) 
“ Pellegrino Rossi menganggap pembalasan sebagai asa dari pidana 
dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan 
yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh, antara lain 
yaitu perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi 
general”34 
                                                          
33 Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, (Bandung : Alumni, 
1984). h. 16. 
 
 
34 Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, (Bandung : Alumni, 
1984). h. 19. 
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Teori gabungan memandang sama antara pembalasan dan 
pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan mendasarkan 
pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib 
masyarakat. Dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar 
penjatuhan pidana, yang dimana teori ini adalah teori kombinasi dari 
teori absolut dan teori relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa 
pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga 
psikologis, yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan 
pendidikan. 
b. Tujuan pemidanaan  
Tujuan pemidanaan berdasarkan Pasal 54 R-KUHP tahun 2005: 
1. Pemidanaan bertujuan 
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 
norman hukum demi pengayoman masyarakat; 
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; 
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai 
dalam masyarakat; 
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan; 
e. Memaafkan terpidana. 
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 
merendahkan martabat manusia. 
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3. Jenis-Jenis Pidana 
Dalam pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, 
yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk satu kejahatan atau 
pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, namun dalam 
beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang, dapat pula ditambah 
dengan salah satu dari pidana tambahan. 
a. Pidana pokok 
Berikut jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam pasal 10 
KUHP adalah sebagai berikut : 
(1) Pidana mati 
Sebagimana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu : 
“Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjerat 
tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian 
menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri” 
Hukuman pidana mati yang berlaku di indonesia diatur dalam pasal 
Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkup Peradilan 
Umum dan Militer. Dalam Pasal 1 Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 
ini secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang 
dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun 
peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. 
(2) Pidana penjara  
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Menurut A.Z. Abidin Farid A. Hamzah35 menegaskan bahwa “Pidana 
penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan 
kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu 
bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa 
pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 
satu hari sampai pidana penjara seumur hidup. Sebagaimana telah 
ditegaskan oleh Roeslan saleh36 bahwa: “Pidana penjara adalah pidana 
utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini 
dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.    
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis 
ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatasi, seperti 
hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan pemilihan 
umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain. 
(3) Pidana kurungan 
Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, 
keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana 
kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana 
dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga 
kemasyarakatan. 
Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan 
dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh pasal 69 (1) KUHP, bahwa 
                                                          
35 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia, (Bandung : Alfabeta, 
2010). h. 91. 
36 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia, (Bandung : Alfabeta, 
2010). h. 92. 
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berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam pasal 10 
KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama 
hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan 
paling lama satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 18 
KUHP ayat 1 dan 2, bahwa : 
“Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, 
dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena 
ketentuan pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. 
Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat 
bulan”. 37 
(4) Pidana denda 
Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana 
denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang 
tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat 
dipidana. Apabila tidak membayar uang denda yang telah 
diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan 
(jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, 
pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti pidana denda. 
b. Pidana tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 
pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri 
kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barabng-barang 
                                                          
37 Pasal 18 ayat 1 dan 2 KUHPidana 
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tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat 
dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan 
hanyalah aksesoris yang mengikut pada pidana pokok. 
Yang termasuk ke dalam jenis pidana tambahan adalah sebagai 
berikut : 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang 
dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan 
adalah:38  
a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang 
tetentu;  
b. Hak memasuki Angkatan Bersenjata; 
c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
d. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengawas pengampu, atas orang yang bukan anak sendiri;  
e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian 
atau pengampuan atas anak sendiri;  
f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 
2. Perampasan barang tertentu 
                                                          
38 Pasal 35 ayat (1) KUHP 
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Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti 
juga halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas 
melalui putusan hakim, yaitu berupa barang-barang milik 
terhukum, yaitu barang yang diperoleh dengan kejahatan dan 
barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. 
Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu 
terdapat dalam pasal 39 KUHP yaitu : 
Ayat (1) yaitu “Barang-barang kepunyaan terpidana yang 
diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk 
melakukan kejahatan, dapat dirampas”. 39 
Ayat (2) yaitu “Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang 
tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat 
juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan halhal yang 
telah ditentukan dalam udang-undang”.40 
Ayat (3) yaitu “Perampasan dapat dilakukan terhadap orang 
yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya 
atas barang-barang yang telah disita”.41 
3. Pengumuman putusan hakim 
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, 
yang mengatur bahwa : apabila hakim memerintahkan agar 
putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau 
                                                          
39 Pasal 39 Ayat 1 KUHPidana 
40 Pasal 39 Ayat 2 KUHPidana 
41 Pasal 39 Ayat 3 KUHPidana 
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aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana 
cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.  
Pidana tambahan pengumuman hakim ini dimaksudkan 
terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari 
kelihaian busuk atau kesemberonoan seorang pelaku. Pidana 
tambahan ini hanya dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan 
berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu, misalnya 
Pasal-Pasal 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, dan 
Pasal 405 KUHP. 
E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Peranan hakim dalam mengambil keputusan tidak begitu saja dilakukan, 
karena apa yang diputuskan merupakan tindak pidana dan sifatnya pasti. Oleh 
karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan 
suatu perkara tidak boleh sewenang-wenang dalam memberikan putusan. 
Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim 
adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang 
diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. 
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim di atur Pasal 197 ayat (1) 
KUHAP yang berbunyi:  
“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta 
alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi 
dasar penentuan- penentuan kesalahan terdakwa”.42 
                                                          
42 Pasal 197 ayat (1) KUHAP 
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Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa 
:“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 
dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya”.43 
Adapun alat bukti yag dimaksud adalah alat bukti yang terdapat dalam pasal 
184 ayat 1 KUHAP, yakni : 
1. Keterangan saksi; 
2. Keterangan ahli; 
3. Surat; 
4. Petunjuk; 
5. Keterangan terdakwa. 
Menurut Lilik Mulyadi menyatakan bahwa :“Pertimbangan hakim terdiri 
dari pertimbangan yuridis dan fakta – fakta didalam persidangan. Selain itu, 
majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, 
pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani 
kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya”. 
Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah 
Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen 
Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan 
pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut :  
a. Kesalahan pembuat tindak pidana;  
                                                          
43 Pasal 183 KUHAP 
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b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;  
c. Cara melakukan tindak pidana;  
d. Sikap batin pembuat tindak pidana;  
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;  
f. Sikap dan tindakan perbuatan sesudah melakukan tindak pidana;  
g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;  
h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;  
i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;  
j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang 
pengumpulan data adalah Pengadilan Negeri Sungguminasa, alasan 
penulis memilih tempat tersebut karena kasus Pemerasan dengan Ancaman 
Kekerasan dengan nomor putusan 89/Pid.B/2017/PN.Sgm ini di putus oleh 
Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan 
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi 
di masyarakat. Dengan demikian, karya ilmiah tersebut dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 
Maka dengan ini penulis melakukan teknik pengumpulan data yang 
berupa : 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Dalam penelitian pustaka dilakukan untuk mencari landasan teori 
dari objek kajian. Dengan cara, mempelajari berbagai referensi berupa 
buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum, laporan 
media cetak, tulisan-tulisan para sarjana, dan perundang-undangan 
yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. 
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2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan 
cara berinteraksi dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini dengan 
melakukan teknik wawancara (interview) yakni penelitian melakukan 
tanya jawab secara langsung terhadap hakim Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yang memutuskan perkara ini. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, 
yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan 
menentukan kebenaran. Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai 
dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data 
yaitu : 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 
(interview) langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan 
penulisan karya ilmiah ini, dalam hal ini Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yang telah memutuskan perkara ini. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan laporan 
dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya yang mempunyai 
hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam karya ilmiah ini. 
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D. Analisis Data 
Agar pengolahan data primer dan data sekunder seperti yang tersebut 
di atas dapat menjadi sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang terpadu dan 
sistematis diperlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan 
Analisis Yuridis Deskriptif yaitu cara menyesuaikan dan menggambarkan 
keadaan yang nyata mengenai delik pemerasan dengan pengancaman yang 
terjadi dalam perkara ini. Kemudian hasil wawancara atau studi 
kepustakaan kemudian diolah dan analisis secara kualitatif untuk 
menghasilkan data yang bersifat deskriptif. 
 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang diterima baik primer maupun sekunder diolah terlebih 
dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki 
dasar deskriptif guna memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam. 
Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk 
memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang 
terdapat dalam fenomena tersebut.1 
                                                          
1 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika 2013) Hal. 105-107 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pemerasan 
dengan Ancaman Kekerasan dalam Putusan No : 89/Pid.B/2017/PN.Sgm 
 
Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP 
sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana 
pemerasan (afpersing) dan tindak pidana pengancaman (afdreiging). Kedua 
macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu 
perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang 
sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama 
yaitu “pemerasan” serta diatur dalam bab yang sama. 
Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa 
kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebuah sebutan tersendiri, yaitu 
pemerasan untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 KUHP dan 
pengancaman yang diatur dalam bab yang sama. 
Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa 
kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebuah sebutan tersendiri, yaitu 
pemerasan untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 KUHP dan 
pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 369 KUHP. Oleh 
karena memang dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan kedua nama 
tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 
369 KUHP. 
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Atas dasar tindak pidana tersebut, maka pihak kejaksaan, selaku penuntut 
umum (PU) melakukan penuntutan dalam suatu surat dakwaan terhadap 
pelaku atas nama Amir Jumali Alias Jumakka Bin Jumali yang diduga 
melakukan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman sehingga 
dikenakan pasal 368 ayat (1) jo 55 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai 
berikut: 
1. Barang siapa; 
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum; 
3. Adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 
memberikan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; 
4. Dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang atau lebih; 
Sebagaimana penulis mengilustrasikan kronologis kejadian sebagai 
berikut: 
1. Posisi Kasus 
Kasus pengancaman dan pemerasan ini terjadi di Kabupaten Gowa, 
Sulawesi Selatan. Perkara ini diputus di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
sesuai tempat terjadinya perkara. Adapun posisi kasusnya secara singkat 
adalah sebagai berikut : Bahwa terdakwa Amir Jumali Alias Jumakka Bin 
Jumali, pada hari Minggu Tanggal 05 Februari 2017, sekira pukul 08.30 
WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 
tahun 2017, bertempat di Jl. Karaeng Pado Kel. Malino Kec. 
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Tinggimoncong Kab. Gowa tepatnya di halaman kantor PJR Induk Malino 
(Depan Pasar Sentral Malino), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, telah memaksa orang lain supaya melakukan atau 
membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain 
atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik 
terhadap orang itu sendiri atau orang lain terhadap saksi Lk. Nur Syamsul 
Bin Sauding. Awalnya saksi Lk. Nur Syamsul Bin Saudding hendak 
memarkirkan mobilnya di halaman kantor PJR induk Malino, kemudian 
terdakwa mendatangi saksi Lk. Nur Syamsul Bin Saudding dan meminta 
untuk memundurkan mobilnya, setelah saksi Lk. Nur Syamsul Bin 
Saudding memundurkan mobilnya, terdakwa memasukkan mobil Avanza 
ke tempat parkir sehingga saksi Lk. Nur Syamsul Bin Saudding 
memarkirkan mobilnya di depan penjual baju bekas, kemudian terdakwa 
kembali mendatangi saksi Lk. Nur Syamsul Bin Saudding dan meminta 
untuk memindahkan mobilnya lagi, setelah itu saksi Lk. Nur Syamsul Bin 
Saudding keluar dari dalam mobil dan menegur terdakwa sambil 
mengeluarkan uang dari dompetnya, kemudian menyodorkan ke terdakwa 
dan tidak sengaja mengenai muka terdakwa, tidak lama kemudian 
terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggang sebelah 
kiri terdakwa dan mengarahkan ke saksi Lk. Nur Syamsul Bin Saudding 
sehingga saksi Lk. Nur Syamsul Bin Saudding bergerak mundur dan 
meninggalkan terdakwa, namun terdakwa mengejar saksi Lk. Nur Syamsul 
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Bin Saudding hingga di pinggir jalan depan Pasar Sentral Malino dan 
selanjutnya saksi Lk. Nur Syamsul Bin Saudding melaporkan kejadian 
tersebut ke kantor Polsek Tinggimoncong. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Surat Dakwaan Adalah suatu surat atau akte (acte van verwizing) yang 
memuat urain perbuatan atau fakta – fakta yang terjadi, uraian yang akan 
menggambarkan atau menjelaskan unsur – unsur yuridis dari pasal – pasal 
tindak pidana yang dilanggar.  
Surat dakwaan ada 5 (lima) jenis yaitu surat dakwaan tunggal , 
alternatif, subsidair, komulatif, dan kombinasi. Adapun surat dakwaan 
yang diajukan penuntut umum dalam kasus ini yaitu surat Dakwaan 
Tunggal. 
Dakwaan Tunggal yang dimaksud adalah surat yang menyatakan atau 
menerangkan hanya satu tindak pidana yang didakwakan, karena tidak 
terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan 
pengganti lainnya. Bentuk ini dipergunakan apabila tindak pidana yang 
dilakukan bersifat tunggal, tidak terdapat alternatif lain maupun 
kemungkinan membuat dakwaan pengganti. 
Surat dakwaan Tunggal ini didakwakan kepada terdakwa pelaku tindak 
pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan Amir Jumali alias Jumakka 
Bin Jumali terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang 
dibicarakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri 
Sungguminasa sebagai berikut : 
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DAKWAAN : 
Bahwa ia terdakwa Amir Jumali Alias Jumakka Bin Jumali, pada hari 
Minggu Tanggal 05 Februari 2017, sekira pukul 08.30 WITA atau setidak-
tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat 
di Jl. Karaeng Pado Kel. Malino Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa tepatnya di 
halaman kantor PJR Induk Malino (Depan Pasar Sentral Malino), atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah memaksa orang lain supaya 
melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu 
perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan 
lain, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain terhadap saksi Lk. Nur 
Syamsul Bin Sauding, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas  awalnya 
saksi Lk. Nur Syamsul Bin Saudding hendak memarkirkan mobilnya di 
halaman kantor PJR induk Malino, kemudian terdakwa mendatangi saksi 
Lk. Nur Syamsul Bin Saudding dan meminta untuk memundurkan 
mobilnya, setelah saksi Lk. Nur Syamsul Bin Saudding memundurkan 
mobilnya, terdakwa memasukkan mobil Avanza ke tempat parkir 
sehingga saksi Lk. Nur Syamsul Bin Saudding memarkirkan mobilnya di 
depan penjual baju bekas, kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi 
Lk. Nur Syamsul Bin Saudding dan meminta untuk memindahkan 
mobilnya lagi, setelah itu saksi Lk. Nur Syamsul Bin Saudding keluar 
dari dalam mobil dan menegur terdakwa sambil mengeluarkan uang dari 
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dompetnya, kemudian menyodorkan ke terdakwa dan tidak sengaja 
mengenai muka terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan 
senjata tajam jenis badik dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan 
mengarahkan ke saksi Lk. Nur Syamsul Bin Saudding sehingga saksi Lk. 
Nur Syamsul Bin Saudding bergerak mundur dan meninggalkan 
terdakwa, namun terdakwa mengejar saksi Lk. Nur Syamsul Bin 
Saudding hingga di pinggir jalan depan Pasar Sentral Malino, kemudian 
terdakwa meminta uang yang disodorkan tadi kepada saksi Lk. Nur 
Syamsul Bin Saudding, namun saksi Lk. Nur Syamsul Bin Saudding 
berlari kembali dan selanjutnya saksi Lk. Nur Syamsul Bin Saudding 
melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Tinggimoncong. 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lk. Nur Syamsul Bin Saudding 
mengalami trauma, merasa ketakutan dan merasa terancam. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasaal 368 
ayat (1) ke-1 KUHP 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum 
telah mengajukan saksi-saksi sebgai berikut : 
1. Nur Syamsul bin Saudding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut : 
- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan 
masalah pengancaman terhadap saksi ; 
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- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar 
pukul 08.30 WITA bertempat di Jl. Karaeng Pado Kelurahan Malino 
Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa tepatnya di halaman 
kantor PJR Induk Malino (depan Pasar Sentral Malino) ; 
- Bahwa terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan senjata 
tajam jenis badik ; 
- Bahwa awalnya saksi hendak memarkir mobil dan memasukkan ke 
tempat parkir yang berada di halaman kantor PJR Induk Malino 
namun terdakwa mendatangi saksi dan menyuruh untuk mundurkan 
mobil ; 
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan mobil lain yaitu Avanza ke 
tempat parkir sehingga saksi memarkirkan mobil di depan penjual 
cakar namun terdakwa kembali datang mendatangi saksi dan 
menyuruh memindahkan mobil saksi sambil mengatakan “biar 
anggota kalau tidak mau diatur beranija, kabulamma (kurang ajar)” ; 
- Bahwa selanjutnya saksi turun dari mobil kemudian mengatakan 
kepada terdakwa “kenapa saya dilarang parkir disitu, padahal saya 
yang duluan datang, kenapa itu mobil Avanza yang di kasih masuk?” 
lalu terdakwa menjawab “ini wewenangku”, lalu saksi mengeluarkan 
uang dari dompet saya dan mengatakan “kalau uang parkir adaji” 
sambil menyodorkan ke terdakwa dan tanpa sengaja mengenai muka 
terdakwa sehingga terdakwa tiba-tiba mengeluarkan badiknya yang 
disimpan dipinggangnya lalu diarahkan kepada saksi ; 
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- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan badiknya dan mengarahkan ke 
saksi, kemudian saksi mundur dan pergi meninggalkan terdakwa 
namun terdakwa mengejar hingga 5 m (lima meter) sampai ke jalan 
depan pasar sentral Malino setelah itu saksi menuju Polsek untuk 
melaporkan kejadian tersebut ; 
- Bahwa saat terdakwa mengeluarkan badiknya, saya dan terdakwa 
berjarak kurang lebih 2 m (dua meter) ; 
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga terdakwa mengejar sambil 
mengeluarkan badik ; 
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah ; 
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang meliha ; 
- Bahwa setelah kejadian keluarga terdakwa pernah datang kerumah 
saya untuk meminta maaf ; 
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa dan tidak merasa dendam; 
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menolak 
sebagian keterangan saksi ; 
2. Syahrul bin Sarifuddin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut : 
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa 
Amir Jumali telah melakukan pengancaman kepada Nur Syamsul; 
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar 
pukul 08.30 WITA bertempat di Jl. Karaeng Pado Kelurahan Malino 
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Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa tepatnya di halaman 
kantor PJR Induk Malino (depan Pasar Sentral Malino) ; 
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bersama korban di dalam mobil ; 
- Bahwa terdakwa mengancam korban dengan senjata tajam jenis badik; 
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan korban hendak memarkirkan 
mobil korban, lalu datang terdakwa sebagai juru parkir menyuruh 
korban untuk memindahkan mobilnya, sehingga korban memindahkan 
mobilnya, lalu terdakwa memasukkan mobil lain ke tempat parkir ; 
- Bahwa korban kembali memarkirkan mobilnya ke tempat semula dan 
terdakwa kembali mendatangi korban dan menyuruh untuk kembali 
memindahkan mobilnya, lalu korban memindahkan mobilnya dan 
memarkir di depan penjual cakar dan lalu terdakwa kembali 
mendatangi korban dan menyuruh untuk memindahkan mobilnya, 
sambil mengatakan “biar anggota kalau tidak mau diatur beranija, 
kabulamma (kurang ajar) ; 
- Bahwa korban turun dari mobil dan mengatakan “uangji pale kau 
mau” sambil mengeluarkan uang dan memberikan kepada terdakwa 
lalu terdakwa marah kemudian mengeluarkan badiknya dan 
mengarahkannya ke korban sehingga korban lari ; 
- Bahwa pada saat korban memberikan uang kepada terdakwa, uang 
tersebut tidak dilemparkan dan tidak mengenai wajah terdakwa, yang 
saksi lihat uang tersebut hanya mengenai bahu terdakwa ; 
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- Bahwa pada saat korban turun dari mobil dan menghampiri terdakwa, 
saksi tetap berada di dalam mobil ; 
- Bahwa pada saat korban lari, terdakwa lalu mengejar korban sambil 
mengacungkan badiknya ; 
- Bahwa sepengetahuan sebelum kejadian antara korban dan terdakwa 
tidak ada masalah ; 
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menolak 
sebagian keterangan saksi. 
3. Hamsa alias Anca bin Patu disumpah pada pokoknya dipersidangan 
menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena terdakwa telah 
melakukan pengancaman terhadap saudara Nur Syamsul ; 
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar 
pukul 08.30 WITA bertempat di Jl. Karaeng Pado Kelurahan Malino 
Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa tepatnya di halaman 
kantor PJR Induk Malino (depan Pasar Sentral Malino) ; 
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa mengancam korban ; 
- Bahwa yang saksi ketahui  yaitu saat saksi sedang duduk di penjual 
ayam di pasar sentral Malino dan mendengar ada keributan yang 
mengatakan “kenapa dikejar itu orang?” lalu saksi berdiri dan melihat 
korban sedang berdiri di samping bengkel yang berada di depan pasar 
sentral Malino dan melihat terdakwa berdiri di halaman kantor PJR 
Induk Malino sambil memegang senjata tajam jenis badik ; 
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- Bahwa pada saat itu jarak korban dan terdakwa kurang lebih 20 m 
(dua puluh meter) ; 
- Bahwa posisi korban dan terdakwa sama-sama berdiri dan tidak dalam 
keadaan saling mengejar ; 
- Bahwa yang saya lihat badik tersebut dikeluarkan dari sarungnya ; 
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar 
terhadap keterangan saksi. 
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 
- Bahwa terdakwa mengancam korban dengan menggunakan senjata 
tajam sejens badik ; 
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar 
pukul 08.30 WITA bertempat di Jl. Karaeng Pado Kelurahan Malino 
Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa tepatnya di halaman 
kantor PJR Induk Malino (depan Pasar Sentral Malino) ; 
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal korban ; 
- Bahwa terdakwa mengancam korban karena saat itu korban menampar 
uang ke wajah terdakwa kemudian mendorong terdakwa dan korban 
mencekek leher sehingga terdakwa marah ; 
- Bahwa awalnya saat korban datang dan hendak memarkirkan 
mobilnya, saat itu parkiran penuh sehingga terdakwa melarang korban 
untuk masuk dan kebetulan saat itu ada mobil yang mau keluar dan 
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terhalang mobil korban sehingga terdakwa menyuruh korban untuk 
memundurkan mobilnya ; 
- Bahwa setelah mobil tersebut keluar tiba-tiba ada mobil Avanza yang 
menyelip masuk sehingga terdakwa mengarahkan korban untuk 
memarkirkan mobilnya di tempat lain dan korban memarkirkan 
mobilnya di depan penjual baju bekas ; 
- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi korban dan menyuruh korban 
untuk kembali memindahkan mobilnya karena menghalangi jalan, lalu 
korban turun dari mobilnya dan mengeluarkan uang sekitar 
Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dompetnya lalu 
menempelkan ke pipi terdakwa sambil berkata “adaji uangku kalau 
mau bayar parkiran” lalu korban kembali memasukkan uangnya 
kedalam dompet lalu mendorong terdakwa sehingga tersandar di 
mobil kemudian korban juga mencekik leher terdakwa lalu terdakwa 
melepaskan diri mengangkat siku terdakwa dan mengenai tangan 
korban, lalu korban mundur dan terdakwa juga mundur lalu terdakwa 
mengikuti korban setelah sampai diatas jembatan terdakwa 
mengeluarkan yang terselip dipinggang dan kemudian mengarahkan 
kepada korban dan mengejar korban ; 
- Bahwa terdakwa 2 (dua) kali mengejar korban, yang pertama kurang 
lebih sejauh kurang lebih 5 m (lima meter) yang kedua kurang lebih 
30 m (tiga puluh meter),  
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Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai 
berikut : 
1. Sebilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran kurang lebih 15 cm 
(lima belas centimeter), gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan 
ikatan terbuat dari aluminium warna kuning, rumahnya terbuat dari 
kayu warna cokelat, ikatan dari benang warna kuning serta terdapat 
aluminium warna silver. 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang 
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar 
pukul 08.30 WITA bertempat di Jl. Karaeng Pado Kelurahan Malino 
Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa tepatnya di halaman 
kantor PJR Induk Malino (depan Pasar Sentral Malino), saksi Nur 
Syamsul hendak memarkirkan mobil dan memasukkan ke tampat 
parkir yang berada di halaman kantor PJR Induk Malino namun 
terdakwa mendatangi saksi Nur Syamsul dan menyuruh untuk 
memundurkan mobil ; 
- Bahwa terdakwa memasukkan mobil lain yaitu Avanza ke tempat 
parkir sehingga saksi Nur Syamsul memarkirkan mobil di depan 
penjual cakar namun terdakwa kembali datang mendatangi saksi dan 
menyuruh memindahkan mobil ; 
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- Bahwa selanjutnya saksi Nur Syamsul turun dari mobil kemudian 
mengatakan kepada terdakwa “Kenapa saya dilarang parkir disitu, 
padahal saya duluan yang datang, kenapa itu mobil avanza yang di 
kasih masuk” lalu terdakwa menjawab “ini wewenangku” lalu saksi 
mengeluarkan uang dari dompet saya dan mengatakan “kalau uang 
parkir adaji” sambil menyodorkan ke terdakwa dan mengenai muka 
terdakwa sehingga terdakwa tiba-tiba mengeluarkan badiknya yang 
disimpan di pinggangnya lalu diarahkan kepada saksi ; 
- Bahwa saksi Nur Syamsul kemudian mundur dan pergi meninggalkan 
terdakwa mengejar hingga 5 m (lima meter) sampai ke jalan depan 
pasar sentral Malino setelah itu saksi menuju ke polsek untuk 
melapirkan kejadian tersebut ; 
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan jika 
terdakwa mengeluarkan badik oleh karena terdakwa merasa emosi 
sebab saksi Nur Syamsul telah melempar uang dimuka terdakwa dan 
sempat mendorong terdakwa ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut 
diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan pidana yang 
didakwakan kepadanya ; 
Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum 
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) 
ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
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1. Barang siapa 
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum ; 
3. Adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
untuk memberikan barang yang sebagian atau seluruhnya milik 
orang lain ; 
4. Dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang atau lebih ; 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut : 
Ad. 1. Barang siapa ; 
Menimbang, bahwa unsur mengenai barang siapa, kata barang siapa 
tersebut menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti 
memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam 
ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari 
tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di 
dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang bertindak 
sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segaala 
perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan 
terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis 
Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud 
dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa Amir Jumali alias Jumakka 
serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa tersebut  
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selama proses pemeriksaan persidangan maka tidak diragukan lagi bahwa 
terdakwa tersebut telah terbukti memenuhi unsur barang siapa ; 
Ad. 2. Adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
untuk memberikan barang yang sebagian atau seluruhnya milik 
orang lain ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan awalnya pada 
hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat 
di Jl. Karaeng Pado Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong 
Kabupaten Gowa tepatnya di halaman kantor PJR Induk Malino (depan 
pasar sentral Malino); Saksi Nur Syamsul hendak memarkir mobil dan 
meamasukkan ke tempat parkir yang berada di halaman kantor PJR Induk 
Malino namun terdakwa mendatangi saksi Nur Syamsul dan menyuruh 
untuk memundurkan mobil ; 
Bahwa terdakwa memasukkan mobil lain yaitu Avanza ke tempat 
parkir sehingga saksi Nur Syamsul memarkirkan mobil di depan penjual 
cakar namu terdakwa kembali datang mendatangi saksi dan menyuruh 
memindahkan mobil dan selanjutnya saksi Nur Syamsul turun dari mobil 
kemudian mengatakan kepada terdakwa “kenapa saya dilarang parkir 
disitu, padahal saya yang duluan datang, kenapa itu mobil avanza yang di 
kasih masuk?” lalu terdakwa menjawab “ini wewenangku” lalu saksi 
mengeluarkan uang dari dompet saya dan mengatakan “kalau uang parkir 
adaji” sambil menyodorkan ke terdakwa sehingga terdakwa tiba-tiba 
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mengeluarkan badiknya yang disimpan dipinggangnya lalu diarahkan 
kepada saksi ; 
Bahwa saksi Nur Syamsul kemudian mundur dan pergi 
meninggalkan terdakwa namun terdakwa mengejar hingga 5 m (lima 
meter) sampai ke jalan depan pasar sentral malino, lalu terdakwa meminta 
uang yang disodorkan tadi kepada saksi, setelah itu saksi menuju ke polsek 
untuk melaporkan kejadian tersebut ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana 
terurai diatas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta dan kaitan 
dengan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban. Bahwa perbuatan 
terdakwa tersebut berupa tindakan terdakwa mengeluarkan pisau/badik 
milik terdakwa dan kemudian terdakwa mengejar korban hingga korban 
merasa ketakutan dan melarikan diri ; 
Menimbang, Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan terdakwa 
dengan mengeluarkan pisau jenis badik dan mengejar saksi korban hingga 
korban ketakutan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan 
pemerasan dengan ancaman kekerasan. Majelis Hakim menilai bahwa 
pisau badik yang dipegang terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi 
senjata penikam, sehingga dapat membahayakan orang lain apabila 
tertusuk ataupun terkena sabetan pisau tersebut, apalagi berdasarkan fakta 
terdakwa mengejar dengan menggunakan pisau tersebut oleh karena 
terdakwa merasa marah dan tersinggung terhadap saksi korban ; 
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Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka 
Majelis Hakim menyimpulkan unsur secara melawan hukum memaksa 
orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, 
dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan untuk 
menyerahkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah 
kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga baik terhadap 
orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan 
terdakwa ; 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) 
KUHP ke-1 KUHP terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan tunggal ; 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah 
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa 
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan ; 
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan 
dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis 
badik dengan ukuran kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter), gagang 
terbuat dari kayu warna cokelat dengan ikatan terbuat dari aluminium 
warna kuning, serta terdapat aluminium warna silver yang telah 
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dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan dikhawatirkan akan 
dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar 
barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, 
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan 
dan yang meringankan terdakwa ; 
Keadaan yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; 
Keadaan yang meringankan : 
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; 
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka 
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; 
Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan 
perundang-undangan lain yang bersangkutan. 
3. Amar Putusan 
1. Menyatakan terdakwa Amir Jumali alias Jumakka bin Jumali terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
pemerasan dengan ancaman kekerasan ; 
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2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 4 (empat) bulan ; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis badik 
dengan ukuran kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter), gagang 
terbuat dari kayu warna cokelat dengan ikatan terbuat dari aluminium 
warna kuning rumahnya terbuat dari kayu warna cokelat, ikatan dari 
benang warna kuning serta terdapat aluminium warna silver dirampas 
untuk dimusnahkan ; 
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 
Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah); 
4. Komentar Penulis 
Sebelum penulis mengemukakan analisis yuridis serta tanggapan 
terhadap penerapan hukum Pidana Materil dan pertimbangan hukum hakim 
yang merupakan landasan dalam menjatuhkan Pidana.  
Dalam putusan perkara nomor 89/Pid.B/2017/PN.Sgm atas nama 
terdakwa Amir Jumali alias Jumakka bin Jumali yang terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pemerasan dengan ancaman 
kekerasan” yang sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 368 ayat 1 
KUHP. 
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Bahwa dalam putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Sgm pada hari selasa 
tanggal 5 Mei 2015 yang pada pokoknya jaksa penuntut umum menuntut 
agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa Amir Jumali alias Jumakka bin Jumali 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan ; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah 
dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan ; 
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis badik 
dengan ukuran kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter), gagang 
terbuat dari kayu warna cokelat dengan ikatan terbuat dari 
aluminium warna kuning rumahnya terbuat dari kayu warna cokelat, 
ikatan dari benang warna kuning serta terdapat aluminium warna 
silver dirampas untuk dimusnahkan ; 
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 
Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah); 
Bahwa menurut penulis terdapat kekeliruan mengkualifikasi tindak pidana 
dalam perkara ini yang dalam putusannya sebagai berikut : 
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“Menyatakan terdakwa Amir Jumali alias Jumakka bin Jumali telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan dengan 
Ancaman Kekerasan”  
Bahwa dalam tindak pidana pemerasan dengan ancaman yang diatur dalam 
Pasal 368 ayat 1 KUHP terdapat unsur-unsur esensial (penting) yaitu : 
1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara 
melawan hukum ;  
2. Adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 
memberikan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;  
Namun dalam perkara ini majelis hakim keliru karena dalam pertimbangannya 
hakim menyatakan “bahwa terdakwa meminta uang yang diberikan oleh saksi 
korban senilai Rp.200.000,00”, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa 
meminta barang secara paksa dengan tujuan agar memberikan sejumlah uang 
kepada terdakwa. Dalam pertimbangannya ini unsur “memaksa dengan kekerasan 
dan ancaman kekerasan untuk memberikan barang yang sebagian atau seluruhnya 
milik orang lain” menurut penulis tidak terpenuhi karena terdakwa meminta uang 
kepada saksi korban tidak dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, 
terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebelum saksi korban mengatakan 
“uangji pale kau mau” dan terdakwa merasa tersinggung, namun  menurut penulis 
perbuatan terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk meminta uang yang 
sebelumnya diberikan saksi korban sebelumnya, sedangkan dalam pasal ini harus 
ada perbuatan “pemberian baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” 
70 
 
 
 
adapun tujuan terdakwa dalam hal meminta uang yang sebelumnya diberikan 
menurut penulis merupakan delik yang belum selesai karena pemberian uang yang 
diharapkan tidak dipenuhi oleh saksi korban ; 
Bahwa menurut pendapat penulis dalam perkara ini lebih tepat dikenakan 
Pasal 335 ayat 1 KUHP tentang ancaman kekerasan dengan unsur sebagai berikut: 
1. Barang siapa 
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak 
melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau 
dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang 
lain. 
Bahwa dalam faktanya saksi korban Nur Syamsul, memasukkan kembali 
ke saku uang yang diberikan kepada terdakwa Amir Jumali alias Jumakka 
bin Jumali, saksi korban Nur Syamsul tidak memberikan uang senilai 
Rp.200.000,00 kepada terdakwa Amir Jumali alias Jumakka bin Jumali. 
Ini didasarkan atas keterangan saksi korban maupun terdakwa dalam 
persidangan dan dalam keterangan saksi korban Nur Syamsul menyatakan 
“saksi korban menyodorkan uang senilai Rp.200.000,00 kepada terdakwa 
namun terdakwa tiba-tiba mengeluarkan badiknya yang disimpan 
dipinggangnya lalu diarahkan kepada saksi, kemudian saksi korban 
mundur dan pergi meninggalkan terdakwa namun terdakwa mengejar saksi 
korban dan meminta uang yang disodorkan tadi kepada saksi korban”. 
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B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana 
Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan dalam Putusan No. 
89/Pid.B/2017/PN.Sgm 
 
 Sebelum penulis mengemukakan analisis penulis serta tanggapan terhadap 
pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini, maka akan 
dikemukakan beberapa ketentuan Hukum acara pidana yang merupakan 
pedoman hakim dalam proses penyelesaian dalam perkara ini. 
 Bahwa hakim pengadilan negeri yang memutuskan perkara ini 
mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 
184 KUHAP yang menyatakan :  
Alat bukti yang sah ialah : 
1. Keterangan saksi 
2. Keterangan Ahli 
3. Surat 
4. Petunjuk  
5. Keterangan terdakwa   
Dalam putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Sgm atas nama terdakwa Amir 
Jumali alias Jumakka bin Jumali di temukan peryataan hakim bahwa tersangka 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 368 ayat (1) jo 55 ayat (1) KUHP Bahwa pernyataan yang terlihat dalam 
pertimbangan hukum hakim tersebut adalah benar (secara yuridis) karena 
dalam perkara ini jaksa penuntut umum telah mengajukan alat bukti :  
1. Keterangan saksi 
2. Keterangan terdakwa  
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3. Bukti petunjuk  
Dengan demikian nyatalah bagi kita bahwa dalam perkara ini telah 
diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adanya beberapa alat bukti yaitu : 
keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti petunjuk yang dimana alat 
bukti ini diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP. 
Bukti petunjuk diperoleh karena adanya penyesuaian antara keterangan 
saksi dipersidangan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti 
yang diajukan dimuka persidangan dimana menunjukkan bahwa benar 
terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di tentukan dalam Pasal 
368 ayat 1 KUHP. 
Bahwa dalam ajaran ilmu hukum pidana dapat ditemukan berbagai doktrin 
tentang teori/system pembuktian dalam hukum pidana, salah satu diantaranya 
adalah pembuktian berdasarkan undang–undang secara negatif (negatief 
wettelijke bewijstheorie) menurut teori ini hakim dalam memutuskan 
seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya maka keyakinan tersebut harus 
didasarkan pada ketentuan undang–undang. Doktrin tersebut apabila 
dihubungkan dengan ketentuan hukum acara maka dapat dikatakan bahwa 
doktrin tentang system pembuktian tersebut diatas, secara penuh diterima 
berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP.  
Berdasarkan pertimbangan hukum yang menyatakan unsur dilakukan 
secara bersama-sama dengan dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut 
penulis adalah sangat tepat, karena berdasarkan Doktrin hukum pidana bahwa 
dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu : orang 
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yang melakukan, yang meyuruh melakukan, atau turut melakukan hal ini ada 
dalam ketentuan Pasal 55 Ayat 1 KUHP yang dalam doktrin yang sering 
disebut dengan penyertaan (delneeming), hal ini didasarkan dalam 
pertimbangan hukum yang menyatakan : 
“Bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengambil 
uang yang diberikan oleh saksi korban karena setelah saksi korban 
menyodorkan uang tersebut terdakwa merasa tersinggung, kemudian 
terdakwa meminta kembali uang yang disodorkan tadi kepada saksi 
korban, namun saksi korban tidak memberikannya kepada terdakwa” 
 
Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim menyatakan: 
 
“Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan dan bukan sebagai 
pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya dan menurut Majelis 
Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus sesuai 
dengan kondisi pelaku tindak pidana atau dengan kata lain bahwa pidana 
yang dijatuhkan harus disesuaikan / diorientasikan pada pertimbangan 
individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perubahan-
perubahan dan perkembangan individu pelaku tindak pidana dan bukan 
semata-mata sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga pada 
akhirnya pidana yang dijatuhkan bersifat manusiawi dalam artian bahwa 
pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat 
pelakunya, bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan mampu 
membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya 
dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan 
konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, serta bersifat adil dalam 
arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil dan menjadi sarana terbaik 
untuk mengembalikan pada keadaan yang lebih baik untuk terpidana 
maupun korban dan juga masyarakat” 
 
Dalam pertimbangan hukum Hakim yang dikemukakan di atas 
sangatlah mencerminkan rasa keadilan dan sangat berdasar dan 
mendukung sesuai dengan Doktirn Hukum Pidana yang menurut Antonius 
Sudirman (2009.107-112) dalam satu teorinya yang disebut Teori Relatif 
dan Teori Tujuan. 
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Maka menurut penulis sangatlah adil kiranya terdakwa Amir Jumali 
alias Jumakka bin Jumali di jatuhkan pidana penjara selama 4 bulan 
(empat bulan) dan mempertimbangkan pembelaan lisan terdakwa yang 
pada pokoknya mengakui segala kesalahannya, menyesali perbuatannya 
dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan memberikan keringan 
hukuman dimana terdakwa adalah tulang punggung keluarga. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, maka penulis 
mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Adanya kekeliruan keputusan hakim dalam perkara nomor 
89/Pid.B/2017/PN.Sgm atas nama Amir Jumali alias Jumakka bin Jumali 
terhadap penerapan hukum pidana materil yaitu ketentuan Pasal 368 ayat 1 
KUHP yang seharusnya menurut penulis dinyatakan terbukti oleh majelis 
hakim adalah bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana Pengancaman sebagaimna ditentukan dalam Pasal 335 Ayat 
1 KUHP. 
2. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim pada keputusan hakim dalam 
perkara nomor 89/Pid.B/2017/PN.Sgm atas terdakwa Amir Jumali alias 
Jumakka bin Jumali mempunyai pertimbangan yang cukup baik dalam 
mengambil keputusan dalam menghukum saudara terdakwa dengan 
mengemukakan pertimbangannya yang pada pokoknya “Bahwa tujuan 
pemidanaan adalah untuk pembinaan dan bukan sebagai pembalasan atas 
kesalahan yang telah dilakukannya, dan menurut Majelis Hakim, pidana 
yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus sesuai dengan pelaku 
tindak pidana, dan penjatuhan pidana tersebut dirasakan adil dan menjadi 
sarana terbaik untuk mengembalikan pada keadaan yang lebih baik untuk 
terpidana maupun korban dan masyarakat”. 
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B. Saran 
1. Bahwa dalam hal ini jaksa penuntut umum dan hakim harus 
mengetahui bahwa tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
368 ayat KUHP tentang Pemerasan Dengan Ancaman harus dibuktikan 
secara nyata adanya penyerahan barang sebagian milik atau seluruhnya 
adalah milik orang lain dengan yang bertentangan dengan 
kehendaknya sendiri, di karenakan adanya kekerasan atau ancaman 
kekerasan.  
2. Bahwa seyogyanya Hakim dalam mengambil keputusan 
mengemukakan pertimbangan mengenai keadaan – keadaan yang 
mana dipertimbangkan terhadap individual pelaku tindak pidana 
sehingga mendorong hakim untuk menghukum dengan falsafa 
tujuan/pembinaan bukan falsafa pembalasan atas kejahatan.  
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